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RINGKASAN

Badan Perwujudan Demokrasi (BPD) berfungsi mengesahkan tata tertib
kampung bersama kepala kampung, menadah serta mengungkapkan keinginan
penuduk, menunaikan pemeriksaan kemampuan kepala kampung. Belakangan ini
kurangnya keterlibatan penduduk dalam sistem persiapan kategorisasi kampung
Tulungrejo, lantaran minimnya dialog/pesan antara penguasa kampung, BPD dan
masyarakat setempat. Pengkajian ini bermaksud untuk memahami dan menelaah
kewajiban BPD dalam menadah serta menyampaikan keinginan penduduk
kampung Tulungrejo, dalam musrenbangdes serta faktor penghambat dan
pendukungnya. Bentuk pengkajian data menggunakan deskriptif kualitatif, bentuk
dari akar permasalahannya terdapat pada informasi fakta sebenarnya dan data
sekunder. Sistem pengumpulan informasi yaitu, interviu, pengamatan dan

pengarsipan. Petunjuk dasar menggunakan triangulasi sistem.

Pandangan dalam penyelidikan membuktikan bahwa, jabatan badan
perwujudan demokrasi ketika mengungkapkan keinginan penduduk kampung
Tulungrejo sudah cukup baik, Faktor pendukung, yaitu adanya bahu-membahu
antara BPD, Pemerintah kampung dan masyarakat pada pelaksanaan perencanaan
Musrenbangdes. Faktor penghambat fungsi BPD dalam pembangunan desa yaitu
kurangnya kesadaran penduduk yang terjun pada proses pembangunan desa
dikarenakan masyarakat lebih mementingkan peekerjaan dalam memenuhi

kebutuhaan hidup masyarakat.

Kata Kunci : Implementasi, BPD, Pembangunan Desa.



BABI1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi
dibagi atas daerah kabupaten/kota, yang tiap-tiap kabupaten/kota mempunyai
pemerintah daerah yang sudah diatur dalam Undang-Undang. Negara Indonesia
mempunyai pemerintahan yang paling terkecil atau paling bawah yaitu
pemerintahan desa dan desa mempunyai lembaga demokrasi yaitu BPD.
Pemerintahsn desa mempunyai bagian-bagiannya yaitu Kepala Desa, Perangkat
Desa dan Badan Perwujudan Demokrasi (BPD). Kepala desa dipilih oleh
masyarakat desa setempat (masyarakat yang berdomisili di desa tersebut),
ditetapkan oleh BPD dan disyahkan oleh Bupati dari setiap desa. UU No. 6 Tahun
2014 tentang Desa yang menjelaskan Desa merupakan kesatuan masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus
urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Fungsi BPD yaitu menetapkan tata tertib kampung bersama kepala
kampung, sedagai tempat menerima keinginan penduduk yang diwakilinya
sebagai pemerikasaan kapasitas kepala kampung. Undang-Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang desa pasal 55 dijelaskan Badan Perwujudan Demokrasi
memiliki kewajiban: (a) mengulas dan menerbitkan agenda tata tertib kampung
bersama kepala kampung. (b) Sebagai wadah penampung dan penyalurkan
keinginaan penduduk kampung. (c) menunaikan pemeriksaan kemampuan kepala
kampung. BPD adalah lembaga pemerintahan desa yang paling terkecil atau
paling bawah berperan sebagai mewujudkan dan menyelamatkan penduduk
kampung Tulungrejo, di mana kedudukannya sebagai dewan konstitusi dalam
memperjuangkan kekuasaan kampung Tulungrejo.

Badan Perwujudan Demokrasi juga memiliki tugas penting dalam hal ini,
BPD juga melakukan pengawasan Musrenbang Desa (Musyawarah Perencanaan

dan Pembangunan Desa). Musrenbangdes merupakan konvensi persiapan strategi



yang dilakukan oleh majelis umum. Musrenbang merupakan bentuk forum
musyawarah antar para penyelenggara kebutuhan dalam suatu Desa untuk
berdiskusi dan menyetujui kegiatan-kegiatan yang tertulis dalam susunan agenda
kegiatan pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian Walujan, dkk (2017:1-2) belakangan ini
kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum berjalan dengan baik dalam
satus tugas dan pengawasan yaitu pertama berdiskusi dan menyetujui agenda
peraturan desa. BPD sebagai wadah atau tempat yang bertugas untuk menampung
aspirasi masyarakat desa. Fungsi yang ketiga mengawasi proses perencanaan
pembangunan desa dan penggunaan serta pengelolaan dana desa oleh pemerintah
desa. Dari ketiga fungsi tersebut belum berlangsung serius, ini dikarenakan
minimnya informasi antara penguasa dan penduduk dalam hal ini BPD sebagai
penanganan penguasaan tidak memperkenalkan peran dan tanggung jawab mereka
kepada penduduk kampung, sehingga yang menjadi permasalahan penduduk tidak
memahami tempat untuk mewarisi keinginan mereka sebagai penduduk desa.

Berdasarkan konteks di atas tersebut, kemudian notulen mendapatkan
peristiwa/masalah yang bermanfaat untuk diteliti maka penyelidik mempunyai
dasar yang kuat sebelum penyelidikan ini terjadi. Tema dalam penelitian ini
merupakan “Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa di Desa

Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu”.

1.2. Rumusan Masalah
Konteks tersebut dapat diringkaskan dalam bentuk persoalan yang akan
dicermati antara lain:

1. Bagaimaana penerapan kewajiban Badan Perwujudan Demokrasi (BPD)
dalam menadah serta menyampaikan keinginan penduduk, pada saat
Musrenbangdes, di kampung Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu?

2. Apa yang mendorong dan menjadi kendala pada Badan Perwujudan
Demokrasi (BPD) dalam Musrenbang Desa, di kampung Tulungrejo,

Kecamatan Bumiaji, Kota Batu?



1.3.

1.4.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan menganalisis fungsi Badan Perwujudan
Demokrasi (BPD) dalam musrenbang desa di kampung Tulungrejo,
Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dan faktor
pendukung Badan Perwujudan Demokrasi (BPD) dalam musrenbang

desa di kampung Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu.

Manfaat Penelitian
Manfaat Teoritis
a) Dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis
melalui pembelajaran langsung.
b) Digunakan seperti sumber rujukan tambahan pada penelitian
selanjutnya tentang fungsi BPD.
Manfaat Aplikatif
a) Diharapkan adanya hasil penelitian ini bisa menjadi masukan yang
berharga pada Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang
Desa.
b) Dapat memberikan masukan kepada Badan Pemusyawaratan Desa

dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
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